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Abstrak
Sertifikasi halal menjadi  tren global di semua negara. Produk yang akan dijual kepada konsumen harus sudah bersertifikasi halal. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk makanan yang berbahaya. untuk menjamin bahwa konsumen telah dilindungi oleh pemerintah maka dilakukan penelitian tentang kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesadaran hukum konsumen dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis.jenis data yang digunakan peneliti adalah Data primer yakni data yang diperoleh langsung dengan memberikan kuesioner dan pengamatan terhadap responden terkait kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan di Surabaya dan Data sekunder yakni data yang menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Penelitian dilakukan di Surabaya Utara Wisata Religi Sunan Ampel dan Surabaya Selatan Gang Dolly. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan skala rating scale, kemudian di analisi menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum konsumen di Surabaya pada tingkat kurang Kesadaran hukum konsumen tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor tersebut adalah usia, pendidikan, dan ekonomi. 
Kata Kunci : Kesadaran Hukum Konsumen, Label Halal Pada Pangan  
Abstract
Nowadays, halal certification has become a global trend in all countries.Products will be sold to consumers should have met the requirements .Products will be sold to consumers should have got lawful .It is meant to protect consumers from food products dangerous . To ensure that consumers has been protected by the government should do research on consumer legal awareness of information label lawful on food .The methodology used juridical sociological .The purpose of this research is to understanding legal awareness consumers and factors affect legal awareness customers of information on label over food surabaya. The methodology used juridical sosiologis.jenis data used researchers is the primary data namely the data directly by giving the questionnaire and monitoring of respondents related consumer legal awareness of information label lawful on food surabaya and secondary data the data using the regulations namely Law Number 8 Years 1999 on consumer protection, Law Number 18 Years 2012 on food, Law Number 33 Years 2014 about security product lawful and government regulation no 69 in 1999 about label and advertising food. Research is done in surabaya north sunan ampel religious tourism and surabaya gang dolly south .Data collection techniques used a questionnaire , observation , and documentation .Data processing using ratings scale scale , then in analisi uses the quantitative .This research result indicates that legal awareness customers of information on food label lawful based on the research done it can be concluded that legal awareness consumers in surabaya at the less legal awareness consumers was influenced by several factors .But factors are is ages , education , and economic







Pangan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, pangan harus tersedia cukup setiap waktu aman, dan bergizi dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka diperlukan suatu perlindungan bagi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan (selanjutnya disebut UU Pangan). Panganayang beredar diamasyarakat memiliki keragaman atau variasi yang bermacam-macam, salah satunya adalah pangan pokok. Beredarnya pangan dimasyarakat dapat berpindah lewat perdagangan pangan. Salah satu sarana kegiatan perdagangan pangan adalah melalui Label dan iklan pangan. 
Label dan iklan memiliki arti penting untuk menyampaikan informasi kepada konsumen mengenai pangan yang beredar di masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi barang dan/atau jasa pada pasal 4 huruf c. Pada sisi pelaku usaha mempunyai kewajiban dalam hal memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang di atur pada pasal 7 huruf  b UUPK dengan demikian konsumen memiliki kewajiban untukamembac atauamengikuti petunjuk informasiadanaprosedur pemakaianaatauapemanfaatan barang dan/atau jasa, demiakeamanan danakeselamatan yang di atur pada pasal 5 huruf a UUPK. 
Salah satuabentuk perwujudan dari hak konsumen atas informasi yang benar mengenai jaminan barang dan/atau jasa adalah pencantuman label halal. Ketentuan mengenai label halal diatur dalam pasal 97 ayat (3) huruf e UU Pangan yaitu pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai halal bagi yang dipersyaratkan. Pencantuman label halal ini dirasa penting dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan data Publikasi BPS, sensus penduduk Islam Indonesia mencapai 207.176.162 jiwa. 
Jumlah Provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah,  Meskipun Provinsi Jawa Timur menjadi urutan kedua yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi Jawa Timur mempunyai keunikan sendiri dengan adanya kawasan wisata religi Sunan Ampel yang terletak di ibu kota provinsi Jawa Timur bagian utara dan juga dikenal sebagai salah satu kampung arab. Masyarakat Arab telah menghuni kawasan ini sejak berabad-abad silam, yaitu ketika musafir yang berasal dari Hadramaut datang ke Pulau jawa. Kawasan inilah yang menjadi saksi awal mula pernyebar agama Islam di Jawa.​[1]​ Berdasakan data dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur 2014 jumlah penduduk Islam paling tertinggi di wilayah jawa timur adalah Surabaya dengan jumlah 2.670.989. Banyaknya jumlah penduduk yang menganut agama Islam di Surabaya dapat dipastikan bahwa pengaruh agama Islam sangat mempengaruhi kehidupan pada masyarakat di Surabaya.
Pada ajaran agama Islam, semua umatnya diwajibkan untuk mengkonsumsi pangan yang halal. Hal ini tercantum dalam kitab Al-Qur’an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 88 yang berbunyi :
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rejekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya.”
Arti dari kitab Al-Quran ayat 88, memerintahkan kepada manusia khususnya kepada muslim untuk memakan makanan yang halal. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Berdasarkan Pasal 4 UU JPH tersebut semua produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Adanya kewajiban sertifikasi halal pada produknya, secara tidak langsung pelaku usaha dituntut untuk menyediakan dan memperdagangkan produk yang halal dimana setelah melakukan sertifikasi halal pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada setiap produk yang dihasilkan.
Transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha tidak hanya mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen, selain itu konsumen juga memiliki kewajiban untuk memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya, berkaitan dengan hal tersebut konsumen harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah nilai-nilaiayang terdapatadi dalamadiri manusia tentangahukum yang adaaatau tentangahukum yangadiharapkanaada. Kesadaran konsumen sangat di butuhkan untuk memahami hak dan kewajibannya. 
Berdasakan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan masalah yang pertama yaitu bagaimana kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan di Surabaya ? yang kedua faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan di Surabaya ?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia di Surabaya dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia di Surabaya.
METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Wisata Religi Sunan Ampel dan Gang Dolly,  sehingga populasi pada penelitian ini adalah Surabaya Utara dan Surabaya Selatan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian diantaranya kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Setelah data primer dan data sekunder didapatkan, kemudian peneliti melakukan pengolahan data menggunakan skala pengukuran rating scale. Penelitian ini merupakan penelitian metode kuantitatif, menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya pada penelitian ini berada pada tingkatan kurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator kesadaran hukum yang pertama yaitu pengetahuan hukum, 16 dari 20 responden tidak mengetahui adanya aturan mengenai label halal pada pangan. Indikator yang kedua pemahaman hukum, 19 dari 20 responden tidak mengetahui isi dari aturan label halal pada pangan. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa responden tidak mengetahui sama sekali aturan dan isi mengenai label halal pada pangan.  Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, 20 orang responden dalam Indikator ini dinyatakan sangat tinggi, responden menyatakan bahwa label halal pada pangan merupakan suatu hal yang penting. Indikator yang terakhir yaitu perilaku hukum, perilaku hukum dalam penelitan ini dilakukan dengan cara observasi, dimana peneliti mengawali dengan memberikan beberapa pangan berlabel halal dan pangan yang tidak berlabel halal dengan perlakuan yang sama dengan situasi santai dan tidak terburu-buru kemudian barulah peneliti memberikan kuesioner pada responden. Hasil dari perilaku hukum 20 responden yang diteliti, 13 dari 20 responden mengambil pangan yang berlabel halal karena spontan mengambil karena pangan tersebut sering dibeli dan ada pula responden  yang mengambil atas dorongan dari sanak saudara. 
Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa masyarakat kota Surabaya sebagai konsumen atas informasi label halal, masih belum melakukan kewajibannya sebagai konsumen. Masyarakat kota Surabaya dalam memilih pangan yang berlabel halal masih berdasarkan pada dorongan orang lain atau sanak saudara dan atas dasar pangan tersebut sering ia beli untuk kebutuhan sehari-hari. Responden tidak mengutamakan kewajiban sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 5 huruf a UUPK yang menyebutkan mengenai kewajiban konsumen yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, dalam hal ini yaitu pangan yang berlabel halal.
Peneliti melakukan penelitian mengenai kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan dengan faktor-faktor sebagai berikut : (1) Usia, (2) Pendidikan., dan (3)  Ekonomi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum  konsumen atas mainan anak ber-SNI tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1.	Usia
  Pengaruh Usia terhadap Kesadaran Hukum Pangan Halal 








  Sumber: Hasil penelitian tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa peneliti mengambil kriteria usia menikah mulai dari 21 tahun. Jenjang usia 21-30 tahun terdapat 5 responden yang memiliki kesadaran hukum atas informasi label halal pada pangan, pada jenjang usia 41-50 tahun terdapat 7 responden yang memiliki kesadaran hukum atas informasi label halal pada pangan, pada jenjang usia 51-60 tahun terdapat 7 responden yang memiliki kesadaran hukum atas informasi label halal pada pangan, sedangkan jenjang usia 61-70 tahun hanya 1 responden yang memiliki kesadaran hukum atas informasi label halal pada pangan. Hal ini jika dikaitkan dengan kematangan berpikir menurut usia masyarakat kota Surabaya, maka usia mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan, dimana pada jenjang usia 21-30 tahun dalam hal kematangan berpikir masih rendah jika dibandingkan dengan jenjang usia 41-50 tahun dan usia 61-70 tahun yang mana pada jenjang usia tersebut kematangan berpikir jauh lebih baik. Hal ini sejalan dengan yang penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Koc dan Ceylan bahwa kesadaran konsumen akan berorganisasi yang mengawasi perusahaan terkait makanan sehat dimiliki oleh kelompok usia 20 sampai 50 tahun.​[2]​
2.	Pendidikan
Pengaruh Pendidikan terhadap Kesadaran Hukum 
Pangan Halal
Kesadaran HukumPendidikn	Rendah 	Kurang 	Cukup 	Tinggi 	Sangat Tinggi 	Jumlah







Sumber: Hasil penelitian tanggal 27 Juli 2016 sampai
dengan tanggal 29 Juli 2016
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa faktor pendidikan masyarakat kota Surabaya tidak mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan di Surabaya, dimana pendidikan SD terdapat 5 responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum atas informasi label halal pada pangan, pendidikan SMP terdapat 2 responden yang memiliki tingkat kesadaran hukum atas informasi label halal pada pangan, pendidikan SMA terdapat 7 responden memiliki tingkat kesadaran hukum atas informasi label halal pada pangan, pendidikan D3 hanya terdapat 1 responden yang memiliki kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan, dan pendidikan S1 terdapat 5 responden yang memiliki kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan. Hal ini membuktikan bahwa  responden pendidikan SMA lebih sadar hukum daripada responden yang berpendidikan sebagai Sarjana. Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai survey seberapa jauh orang Amerika mengetahui sistem hukumnya yang dilakukan di Michigan apabila orang yang berpendidikan lebih baik semakin mengetahui hukum dibandingkan yang berpendidikan kurang.​[3]​ Hal ini membuktikan bahwa faktor pendidikan tidak berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum konsumen sesuai yang di ungkapkan oleh Lawrence M. Friendman, namun ada beberapa hal yang membuat faktor pendidikan ini tidak berpengaruh yakni yang pertama alasan responden memilih makanan hanya karena kesukaan mereka saja tanpa melihat label halal terlebih dahulu, kedua pada saat penelitian responden sering kali di dorong oleh keluarga untuk memilih makanan tertentu, ketiga alasan responden memilih makanan tersebut atas dasar kebiasaan mengkonsumsi. 
3.	Ekonomi 
Pengaruh Ekonomi terhadap Kesadaran Hukum
Pangan halal
Kesadaran 	HukumPenghasiln 	Rendah 	Kurang 	Cukup 	Tinggi 	Sangat Tinggi 	Jumlah
	Ʃ	%	Ʃ	%	Ʃ	%	Ʃ	%	Ʃ	%	Ʃ	%
Di bawahRp. 1.000.000	0	0	1	5	0	0	1	5	1	5	3	15
Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	0	0	4	20	2	10	3	15	1	5	10	50
Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000	0	0	0	0	1	5	2	10	2	10	5	25
Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000	0	0	0	0	0	0	1	5	1	5	2	10
Di atas Rp. 4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	5	25	3	15	7	35	5	25	20	100
Sumber: Hasil penelitian tanggal 27 Juli 2016 sampai 
dengan tanggal 29 Juli 2016




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik simpulan atas hasil penelitian mengenai kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan, sebagai berikut:
Kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan di Surabaya, peneliti dalam melakukan penelitian informasi label halal pada pangan di Surabaya mengambil data berdasarkan tingkat indikator kesadaran hukum diantaranya, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya pada tingkat kurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator kesadaran hukum  yaitu prosentase pengetahuan hukum sebesar 60% berada pada tingkat cukup. Prosentase pemahaman  hukum  sebesar 55% berada pada tingkat cukup sikap hukum sebesar 82 % berada pada tingkat sangat tinggi, dan pola perilaku hukum 45% berada pada tingkat kurang. Masyarakat kota Surabaya sebagai konsumen pangan label halal masih belum melakukan kewajibannya sebagai konsumen sesuai dengan pasal 5 huruf a UUPK yang menyebutkan bahwa kewajiban konsumen yaitu membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini yaitu label halal yang tertera pada kemasan pangan. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan di Surabaya yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor usia, pendidikan, dan pendapatan. Hasil penelitian terhadap 20 responden dari kelompok usia 21 sampai dengan usia 70 tahun,  kelompok usia 51 sampai 60 tahun memiliki kesadaran hukum yang baik terhadap keputusan pembelian pangan. Responden yang berpendidikan sekolah menengah atas memiliki kesadaran hukum yang baik daripada responden yang berpendidikan sarjana, mereka dipengaruhi beberapa hal yang pertama produk yang di ambil adalah produk kesukaan, kedua produk yang diambil merupakan dorongan dari sanak keluarga dan ketiga produk yang diambil adalah produk yang biasa repsonden konsumsi. Responden yang berpenghasilan Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.2.000.000 memiliki kesadaran hukum yang baik.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang diperlukan adalah:
Kepada LPPOM MUI diharapkan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada konsumen terkait informasi pencantuman label halal pada kemasan. 
Kepada Konsumen Surabaya diharapkan memiliki peran aktif untuk memperoleh informasi mengenai informasi label halal pada pangan baik dari pendidikan formal, non-formal, media cetak, media elektronik.
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